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PUTUSAN
Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Crp

O ;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Kayu Manis, pada tanggal 02 Februari 1996,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik
yozykurniawan08@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Gunung Kembang, pada tanggal 10 Desember
1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 15 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor
495/Pdt.G/2024/PA.Crp, pada tanggal 17 Oktober 2024, dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu, di Kecamatan
Sindang Kelingi, pada tanggal 24 November 2015, sebagaimana dicatat
dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 103/004/X1/2015 yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang
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Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 15 Oktober 2024, dengan status
pernikahan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di , Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selama 9 (sembilan)
tahun dan sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri,
dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat ketika disuruh solat oleh Penggugat tidak pernah
mendengarkan, melainkan Tergugat memarahi Penggugat;

b. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

c. Tergugat mempunyai sifat temprament tinggi;

d. Tergugat lebih mementingkan kebutuhan orang tuanya dibanding
kebutuhan Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tahun 2023, hal ini terjadi karena pada saat itu Penggugat ingin
membangunkan Tergugat untuk solat subuh, akan tetapi dijawab oleh
Tergugat sebentar, setelah menunggu sampai 20 menit Tergugat juga tidak
bergerak dari kasur, kemudian Penggugat membangunkan Tergugat kembali
akan tetapi Tergugat tidak menerima akan hal tersebut, kemudian terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian
Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding, setelah hal itu
Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat,
dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

6. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orang tua
Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat
tetap tinggal dirumah milik orang tuanya di , Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu;

7. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan

pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
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8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit
dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cqg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun
membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di
persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum, isi dan maksud surat gugatan tetap dipertahankan oleh
Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita
acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban

Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 103/004/XI/2015 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi,
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 15 Oktober 2024.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen Pos serta telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, tempat tanggal lahir Lahat 7 Mei 1998, umur 26 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten

Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus
jejaka;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu,sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada
mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan
Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat ketika disuruh solat oleh Penggugat tidak pernah mendengarkan,
Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat bahkan saat ayah
kandung Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak hadir melayat, Tergugat

memiliki sifat temperamen;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang
lalu;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun
tidak berhasil;

Saksi 2 tempat tanggal lahir Kayu Manis 3 September 1973, umur 50 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu
kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus
jejaka;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal
di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu,
sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering
terjadi perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar namun Penggugat sering berkirim pesan SMS kepada saksi
untuk minta izin pulang ke rumah, katanya tidak tahan dan tidak betah tinggal
di rumah mertua;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena
Tergugat tidak mau peduli dengan keluarga Penggugat misal Tergugat tidak
pernah berkunjung ke rumah kami sebagai orangtua, apalagi saat lebaran
dan saat ayah Penggugat atau suami saksi meninggal dunia Tergugat tidak

datang untuk melayat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2023 yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan tidak saling pedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada
gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan

putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat
telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan
pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk
memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat
tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup,
maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan
kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat
masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka
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Penggugat dan Tergugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal
standing sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan
Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke
persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah
dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan
Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau
menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan
ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian adalah rumah tangga tidak harmonis lagi, antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak
tahun 2016, Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, dan

selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan
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hak dan kewajiban sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat juga sudah
didamaikan oleh kaluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat
tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan
Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat
dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalii Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan
tidak bisa disatukan lagi (broken marriage), maka berdasarkan ketentuan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 1, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena
perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral,
mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi
struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh
karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah
(broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga
Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku
Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal
1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh

Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta
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cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat
terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh
karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan
dalam perkara ini (persona standi injudicio) sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat
terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat
perkawinan sejak tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan
keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula
disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut
telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi
Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
saksi, dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan
karena Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat bahkan saat ayah
kandung Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak hadir melayat, akhirnya
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang
lalu sampai sekarang, antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak
lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang,
keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat,
oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan
ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;
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Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah
memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti
saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan
sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan
dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh
fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak
tanggal 24 November 2015 antara perawan dan jejaka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena
Tergugat tidak peduli dengan keluarga Penggugat bahkan saat ayah
kandung Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak hadir melayat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun
2023 yang lalu sampai sekarang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
tidak ada komunikasi dan tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan dan dinasihati, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian
harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan
ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022

yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, manakala

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah

tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum
adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri;

2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri
sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali atau telah berpisah tempat
tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum
adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak peduli
dengan keluarga Penggugat bahkan saat ayah kandung Penggugat meninggal
dunia Tergugat tidak hadir melayat dan saksi mengetahui perselisihan dan
pertengkaran tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi,
sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Ttahun 2022 yang telah disempurnakan
dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula Tergugat dan Penggugat
telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2023 yang lalu hingga sekarang,
sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan
untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah memenuhi
ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan
SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat

untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan
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pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil,
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah yang
menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal dalam waktu yang
cukup lama, sehingga rumah tangga yang demikian ini dikategorikan sebagai
perkawinan atau rumah tangga yang sudah pecah/retak (broken marriage) dan
kecil kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah
pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal
19 huruf (f)”;

Menimbang, bahwa mempetahankan rumah tangga yang selalu terjadi
perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan
akan mendatangkan kemudaratan bagi Penggugat, sebagaimana kaidah figih
menyatakan:

cllad) (s e axia auliall ¢
Artinya “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk
menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga

dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan
keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun
Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam
membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya kepada istrinya

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam
yang termuat dalam Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 291 yang selanjutnya

diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Lo 23hol! oo someg il b 18] Al il ool lgallay Biivomy sl @ o (llal 01 g g

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan
Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika
telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga mereka dan tidak
mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak
keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus
sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan pula dengan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang
telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1
yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada, harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya
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Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, oleh karena itu gugatan Penggugat

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat
(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak
bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp295.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Jum’at tanggal 22 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20
Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua
Majelis, Dra. Nurmalis M., dan Ayu Mulya, S.H.l.,M.H., sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri
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para Hakim Anggota yang sama dan dibantu Elsi Suryani, S.H.,M.H., sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd
Muhammad Yuzar. S.Ag., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Dra. Nurmalis M. Ayu Mulya. S.H.l.,, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Elsi Suryani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :Rp  70.000,00
2. Proses/ATK :Rp 100.000,00
3. Panggilan :Rp  77.000,00
4. PBT :Rp  38.500,00
5. Meterai :Rp  10.000,00
6. Total :Rp 295.500,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
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